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Menetapkan

MENTERI KEUANGAN,

bahwa dalam rangka meclaksanakan kotentuan  Pasal 32 avat  (3q)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang, Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 31 Peraluran
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007, perlu menctapkan Peraturan Menter: Keuangan tentang Persvaratan
Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;

[. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 198" tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19683 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2(4)7 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4740);

=]

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tah un 2005;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SERTA
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan
1. Seorang kuasa adalah seseorang vang memenuhi persyaratan tertentu

untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan
tertentu dari Wajib Pajak vang memberikan kuasa.
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Urusan tertentu adalah suatu proses perpajakan tertentu yang terkait
dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak.

Pegawai adalah pegawai negeri sipii di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak.

Pasal 2

Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
Wajib Pajak dapat menunjuk scorang, kuasa.

Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus memenuhi

persyaratan scbagai berikut:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. telah  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak
Penghasilan Tahun Pajak terakhir;

¢. menguasai Ketentuan peraturar perundang-undangan perpajakan;
dan

d. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa
dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Seorang  kuasa scbagaimana dimaksud pada avat (1) termasuk
konsultan pajak.
Pasal 3

Dalam  hal scorang Kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan
menguasai  kelentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) huruf ¢ dibuktikan
dengan kepemilikan sertifikat brevet atau jjazah pendidikan formal di
bidang perpajakan vang diterbitkar olch perguruan tinggi negeri atau
swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat
Diploma HI vang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat
brevet atau ijazah.

Dalam  hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan
menguasai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ dibuktikan
dengan  Kepemilikan Surat  Izin Praktek  Konsultan  Pajak  yang
diterbitkan oleh DireKtur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan
dan menyerahkan fotokopi Surat izin Praktck Konsultan Pajak vang
dilengkapi dengan Surat Pernyvataan Sebagai Konsultan Pajak  dengan
format scbagaimana ditetaphan deiam Lampiran I Peraturan Menteri
Keuangan ini.






